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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang  

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum 

merupakan sebuah rangkaian proses demokrasi yang mesti dilakukan guna 

menentukan kepala pemerintahan maupun kepala daerah yang akan memimpin 

sebuah negara maupun provinisi, kota hingga ke kabupaten yang dipilih oleh 

rakyat secara langsung. Hal itu tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang 

berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Oleh karenanya negara Indonesia yang menganut sistem 

demokrasi melakukan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Dalam prosesnya 

pemilihan umum yang digelar disetiap daerah di selenggarakan oleh lembaga 

negara yaitu, Komisi pemilihan umum, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penyelenggara pemilihan umum KPU diawasi oleh Badan pengawas pemilu yang 

dibentuk secara independen dan tidak boleh ada unsur intervensi dari pihak 

manapun.  

Badan pengawas pemilihan umum adalah lembaga penyelenggaraan 

pemilihan umum yang bertugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan 

pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, yang telah diatur 

dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan 

pemilihan umum. Anggota dari lembaga badan pengawas pemilu berasal dari 

kalangan profesional dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan 

tidak tergabung dalam partai politik manapun sehingga dapat terbebas dari 

intervensi ataupun konflik kepentingan dengan pihak manapun. Lalu dalam 

menjalankan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh sekretariat jenderal badan 

pengawas pemilihan umum. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) menjadi tonggak 

keberhasilan penyelenggaran pilkada yang terbebas dari adanya unsur intervensi 

dan pelanggaran pilkada. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada di suatu daerah 
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bukan berasal dari kemenangan salah satu paslon namun berasal dari keberhasilan 

KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada yang bebas dari adanya 

pelanggaran dan intervensi dari pihak manapun. Oleh karenanya diperlukan 

orang-orang yang berintegritas dan memiliki niat untuk memberantas pelanggaran 

pilkada untuk menjadi anggota dari badan pengawas pemilu (Bawaslu).  

Dalam penyebarannya baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun 

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemillihan umum tersebar di 

seluruh daerah di Indonesia dari tingkatan provinisi, kota hingga kabupaten. 

Sehingga dalam pengoptimalisasian kinerja dari KPU dan Bawaslu bisa saIing 

bersinergi dalam menjalankan pemilihan umum yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi. Selanjutnya aparatur bawaslu dalam menjalankan tugasnya mengawasi 

pemilihan umum berada di tingkat desa/kelurahan yang berawal dari panitia 

pegawas provinsi, panitian pengawas kabupaten dan kota, panitian pengawas 

kecamatan dan panitian pengawas kelurahan dan desa.  

Badan pengawas pemiIu juga memiliki tingkatan yang tersebar di seluruh 

daerah Indonesia termasuk di provinsi Sumatera Selatan hingga ke tingkat kota 

dan beberapa kabupaten lainnya. Seperti hal nya di kabupaten Ogan ilir, badan 

pengawas pemilu juga terdapat di kabupaten Ogan Ilir, hal ini juga dikarenakan 

untuk mempermudah akses dan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum di 

kabupaten Ogan Ilir serta untuk meminimalisir angka peIanggaran atau tindakan 

melanggar peraturan pilkada yang telah ditetapkan khususnya di wilayah 

kabupaten Ogan Ilir.  

Bawaslu Ogan Ilir merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya 

pemilu di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari pemilihan presiden, anggota 

legislatif hingga pemilihan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu 

Ogan Ilir dipimpin oleh 1 orang ketua yang juga membidangi divisi sumber daya 

manusia, organisasi dan data informasi, kemudian tugas ketua Bawaslu Ogan Ilir 

juga dibantu oleh 2 Anggota bawaslu yang membidangi divisi pengawasan, hubal 

dan humas serta divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa, yang 

kemudian dibantu oleh beberapa sub bagian yang ada di struktur organisasi di 

Bawaslu Ogan Ilir. 
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Penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir menjadi sorotan 

beberapa pihak khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini 

disebabkan beberapa faktor yang juga mebuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karenanya terdapat 3 alasan 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Badan Pengawas pemilu 

khususnya di wilayah kabupaten Ogan Ilir. Adapun alasan penelitian sebagai 

berikut: 

 

1.1.1 Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Ogan ilir melampaui 

target nasional. 

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sebuah pesta demokrasi untuk 

menentukan alur pemerintahan di masing-masing daerah seperti provinsi, kota 

hingga ke kabupaten. Sehingga setiap tahunnya tentu akan ada daerah di 

indonesia yang menggelar pilkada. Namun, pada tahun 2020 pilkada yang 

diselenggarakan dengan situasi yang berbeda. Dikarenakan pada pilkada 

tahun 2020 digelar dalam situasi negara sedang menghadapi pandemi virus 

covid-19. Oleh karenanya pilkada tahun 2020 yang digelar serentak di seluruh 

daerah di Indonesia mengalami pemunduran jadwal menjadi 9 desember 

2020.  

Akan tetapi meskipun mengalami pemunduran jadwal dan digelar dalam 

masa pandemi covid-19 akan tetapi tingkat awareness dari publik Ogan ilir 

mengenai pilkada 9 desember 2020 sudah sangat merata bahkan hasil survei 

yang dilakukan oleh Charta politika menyebutkan tingkat awareness 

masyarakat hingga 94,0 persen dan antusiasme masyarakat untuk ikut serta 

dalam pilkada juga tergolong tinggi yaitu 97,3 persen dan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pilkada di kabupaten ogan ilir tahun 2020 berada di angka 

83,58 persen melampaui target nasional yang telah ditetapkan yakni 77,50 

persen yang menandakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi 

meskipun pilkada diselenggarakan dalam kondisi negara mengalami pandemi 

covid-19 
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 Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada serentak gelombang keempat 

yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015 silam. 

Terdapat 270 daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang 

menggelar pilkada pada tahun 2020 yang meliputi 9 provinsi, 37 kota dan 224 

kabupaten. Sementara untuk di daerah provinsi Sumatera selatan terdapat 7 

kabupaten yang menggelar pilkada serentak yakni sebagai berikut. 

Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pemicu tingginya tingkat 

partisipasi masyarakat dikarenakan situasi politik di wilayah Kabupaten Ogan 

Ilir yang cukup memanas diakibatkan adanya indikasi pelanggaran pilkada. 

Hal ini didukung juga melalui fakta bahwa adanya aksi massa yang digelar 

untuk menentang keputusan KPU dan Bawaslu yang melakukan diskualifikasi 

kepada calon petahana yang disinyalir melakukan tindak pelanggaran pilkada. 

Meskipun Kabupaten Ogan Ilir termasuk sebagai kabupaten baru di provinsi 

Sumatera Selatan, dan penyelenggaran pilkada dilakukan pada masa pandemi 

Covid-19 namun hal terseebut tidak membuat animo masyarakat Ogan Ilir 

untuk menyalurkan suaranya guna memilih kepala daerah yang akan 

memimpin daerahnnya selama 5 tahun kedepan.  

Karena pada dasarnya pemilihan kepala daerah ini secara tidak langsung 

akank menentukan bagaiman kondisi daerah tersebut selama 5 tahun kedepan 

oleh karenanya dirasa perlu memilih kepala daerah yang memiliki kapabilitas 

dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Karena hal inilah yang nantinya akan 

membuat pasangan calon untuk beradu gagasan tentang bagaimana caranya 

untuk memimpin daerah tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar 

merasakan esensi yang dinamakan pesta rakyat. Khususnya masyarakat 

kabupaten Ogan Ilir yang masih tergolong kabupaten baru di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Kabupaten yang menggelar pilkada pada masa pandemi Covid-19 di 

Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya Kabupaten Ogan Ilir, melainkan 

terdapat 7 kabupaten yang juga melaksanakan pemilihan kepala daerah di 

Provinisi Sumatera Selatan.  
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Berikut adalah daftar kabupaten yang menggelar Pilkada di Provinsi 

Sumatera Selatan.  

 

Tabel 1.1. 

Daftar nama kabupaten beserta nama pasangan calon peserta Pilkada 

serentak 2020 di Provinsi Sumatera Selatan 

No  Kabupaten  Nama pasangan calon  

1.  Musi Rawas  1. Hendra Gunawan - Mulyana  

2. Ratna - Suwarti  

2. Musi Rawas Utara  1. Syarif Hidayat - Surian  

2. Devi Suhartoni - Innayatullah  

3. Akisropi Ayub - Baikuni Anwar  

3. Ogan Komering Ulu  1. Kuryana Aziz - Johan Anwar  

4.  Oku Timur  1. Lanosin Hamzah - Adi Nugraha 

Purna Yudha  

2. Kolonel Ruslan - Herly Sunawan  

5.  Ogan Ilir  1. Ilyas Panji Alam - Endang PU 

2. Panca Wijaya - Akbar Adrian  

6.  Oku Selatan  1. Popo Ali - Sholihien  

7.  PALI  1. Heri Armando - Soemarjono 

2. Devi Harianto - Darmad  

Sumber: KPU Sumatera Selatan  

 

 Berdasarkan daftar tabel 1.1 terlihat bahwa terdapat 7 kabupaten di 

Provinsi Sumatera Selatan yang menggelar pilkada pada masa pandemi 

Covid-19 hal ini juga yang membuat banyak masyarakat merasa takut untuk 

melakukan pencoblosan namun, hal ini dipertegas oleh komisi pemilihan 

umum (KPU) dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) untuk 

menyelenggarakan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.  
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1.1.2 Terjadi 18.564 pelanggaran pemilu di seluruh daerah Indonesia pada 

pemilu serentak tahun 2019 

Pada pemilihan umum serentak yang untuk pertama kali digelar pada 

2019 tentu masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan pemilihan 

umum serentak ini baru pertama kali diselenggarakan pada 2019 dengan 

tujuan efisiensi. Namun meskipun demikian pesta demokrasi yang diharapkan 

mampu menjadi momentum yang baik bagi nuansa politik bangsa Indonesia 

masih terdapat berbagai kendala. Hal ini jga diperkuat dengan temuan bukti 

bahwa terdapat lebih dari 18.564 pelanggaran pemilu yang tersebar di seluruh 

wilayah indonesia. 

Hal-hal yang perlu ditekankan dalam menanggapi pelanggaran pilkada 

ialah bahwa yang melakukan pelanggaran, bukan hanya berasal dari pasangan 

calon yang masih berkuasa. Hal ini tidak dapat dibuktikan secara nyata bahwa 

pasangan calon yang masih memimpin unutk menlanjutkan masa jabatannya 

menjadi 2 periode diwajibkan untuk melepaskan tugasnya di masa kampanye, 

hal ini berguna unutk menghindari adanya indikasi-indikasi penyelewangan 

pelanggaran pilkada yang akan dilakukan jika pasangan calon tersebut masih 

aktif dan memimpin daerah teresebut. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan 

bukti bahwasanya pasangan petahana yang selalu melakukan pelanggaran 

pilkada. Hal yang serupa bisa juga dilakukan oleh pasangan calojn lainnya. 

Oleh karena itu perlunya penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan 

mengenai pelanggaran pilkada khususnya pengawasan kepada masing-masing 

pasangan calon.  

Badan pengawas pemilu selaku lembaga yang mengawasi jalannya 

pemilu di Indonesia mencatat telah terjadi 18.564 pelanggaran dalam 

penyelenggaran pemilu serentak 2019. Dan dari 18.564 jika dirincikan dari 

data tersebut maka sebanyak 582 kasus terindikasi sebagai pelanggaran 

pidana, sementara 16.134 terindikasi sebagai pelanggaran administrasi dan 

373 kasus terindikasi pelanggaran kode etik lalu pelanggaran hukum lainnya 

mencapai 1.475 kasus.  
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Berikut ini merupakan gambar rangkuman mengenai pelanggaran pilkada 

yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019.  

 

Gambar 1.1 

Rincian jumlah kasus pelanggaran pemilu tahun 2019  

 

Sumber: bawaslu.go.id 

Berdasarkan gambar 1.1. dapat dilihat bahwa yang paling banyak terjadi 

adalah pelanggaran administrasi yakni mencapai 16.134 kasus. Lebih lanjut 

terdapat juga beberapa kasus yang setelah diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak 

Bawaslu terdapat 2.578 kasus yang terindikasi bukan sebagai tindak 

pelanggaran pilkada karena laporan dan bukti yang diterima tidak lengkap 

sehingga tidak dapat di proses lebih lanjut.  

Jika dilihat berdasarkan gambar 1.1 pelanggaran yang marak terjadi ialah 

kasus mengenai pelanggaran administrasi, namun pelanggaran pilkada bukan 

saja dapat dilakukan oleh pasangan calon akan tetapi bisa juga dilangar oleh 

lembaga yang mengawasi jalannya pilkada dalam hal ini ialah Bawaslu. Oleh 

karena nya dirasa perlu untuk mencegah hal yang demikian bukan hanya 

berasal dari pasangan calon yang perlu dievaluasi akan tetapi lembaga 

Bawaslu. Hal-hal yang dapat dilanggar oleh bawaslu dalam hal pelanggaran 

administratif ialah jika terdapat masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar 
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pemilih tetap (DPT) padahal ia berdomisili di daerah tersebut. Oleh karenanya 

perlu hal-hal pencegahan yang berguna untuk menghindari hal tersebut. 

Berdasarkan gambar 1.1 yang diperoleh dari websiite resmi bawaslu RI 

terdapat juga kategori pelanggaran yang berupa pelanggaran pidana. 

Pelanggaran pidana adalah kegiatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini 

pasangan calon yang akan menjadi kepala daerah dihimbau untuk tidak 

melakukan pelanggaran jenis apapun terlebih pelanggaran pilkada. Misalnya, 

terdapat pasangan calon yang melakukan money politics atau politik uang 

yang diberikan kepada masyarakat guna mendukungnya menjadi kepala 

daerah maka bisa saja jika benar terbukti secara sah melanggar, hukuman 

seperti diskualifikasi dan hukuman pidana bisa saja diberikan sesuai dengan 

beberapa pertimbangan.  

Hal yang juga dapat dilihat dari gambar 1.1 ialah terdapat 2578 temuan 

kasus yang setelah ditindaklanjuti dan diinvestigasi ternyata tidak memenuhi 

unsur-unsur pelanggaran pilkada. Karena sesuasi dengan tugas fungsi dan 

wewenang dari bawaslu, dijelaskan bahwa Bawaslu wajib untuk 

menindaklanjuti berbagai laporan dan temuan terkait pelanggaran pilkada 

baik itu laporan dari masyarakat ataupun laporan dari pasangan calon. Hal ini 

senada dengan data yang menunjukan bahwa terdapat 2.578 temuan 

pelanggaran pilkada yang setelah ditindaklanjuti dan diinvestigasi diputuskan 

untuk tidak dilanjutkan ke tahap pelanggaran pilkada karena tidak memenuhi 

unsur-unsur pelanggaran pilkada.  

  Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dari Bawaslu yang tercantum 

dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa 

bawaslu memiliki tugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran pilkada yang 

dimulai dari rangkaian dan tahapan awal pilkada. Oleh karenanya Bawaslu 

merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam hal pencegahan 

pelanggaran pilkada yang ada di setiap daerah Indonesia. Hal ini lah yang 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah kabupaten 

Ogan Ilir, karena adanya desas-desus mengenai pelanggaran pilkada pada 

tahapan awal pilkada. Bawaslu yang bertugas untuk mencegah terjadinya 
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pelanggaran pilkada dalam hal ini menjadi penyampai informasi mengenai 

hal-hal apa saja yang menjadi regulasi dan peraturan pilkada. Hal ini juga 

didukung dengan fakta bahwa Bawaslu dan KPU memiliki kinerja yang harus 

terjalin dari kedua lembaga ini. Keberlangsungan penyelenggaraan pilkada 

yang terbebas dari unsur pelanggaran pilkada merupakan tangungg jawab dari 

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pilkada beserta 

dengan KPU yang menjadi lemabaga yang meneyelenggarakan pilkada. 

Namun bukan hanya kedua lembaga ini saja yang dapat meminimalisir 

terjadinya pelanggaran pilkada, namun dibutuhkan juga kerjasama dari 

masyarakat untuk besama-sama mengawasi jalannya pilkada. Karena pada 

dasarnya masayarakat juga bisa melaporkan jika adanya indikasi pelanggaran 

pilkada di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan demi mendukung terciptanya 

sebuah pegelaran pilkada yang terbebas dari unsur pilkada.  

 

1.1.3 Terdapat indikasi pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh salah 

satu pasangan calon bupati Ogan ilir   

Menjelang pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan di 

kabupaten Ogan ilir, pasangan calon Ilyas Panji Alam - Endang PU Ishak 

didiskualifikasi dalam pilkada Ogan Ilir. Pasangan petahana tersebut dianggap 

melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada dan peraturan KPU nomor 9 pasal 90 

ayat 1 huruf F tentang mutasi pejabat. Ilyas sebagai calon petahana bupati 

dianggap melakukan mutasi pejabat kurang dari enam bulan sebelum pilkada 

dilaksanakan, namun dalam menanggapi hal ini dari kubu petahana merasa 

tidak melakukan pelanggaran atas apa yang telah di tetapkan kepadanya oleh 

karenanya dari pihak Ilyas Panji Alam dan pasangannya sepakat untuk 

mengajukan banding ke mahkamah agung (MA) karena setelah putusan 

diskualfikasi diturunkan maka pihak tergugat bisa mengajukan keberatan atau 

banding ke MA selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan dikeluarkan.  
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Gambar 1.2 

Pengajuan banding oleh pihak tergugat 

 

(Sumber cnnindonesia.com diakses pada 15 januari 2021) 

 

Kasus ini sempat mempengaruhi situasi politik di kabupaten Ogan Ilir 

dikarenakan jika pasangan calon petahana didiskualifikasi maka hanya akan 

ada calon tunggal di pemillihan bupati Ogan ilir dan proses aklamasi akan 

dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan pilkada yang tinggal beberapa 

hari lagi setelah putusan diskualifikasi tersebut dikeluarkan. 

Berdasarkan keputusan diskualifikasi ini juga yang memicu adanya 

gerakan masyarakat menentang keputusan dari KPU yang melakukan 

diskualifikasi terhadap pasangan petahana. Gerakan massa ini diusung oleh 

pendukung pasangan petahana ini untuk mempertanyakan perihal keputusan 

Bawaslu yang melakukan diskualifikasi akan tetapi tidak memiliki alasan  
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kuat. Sehingga aksi massa ini tidak bisa terhindarkan. Hal ini juga yang 

membuat dinamika politik di kabupaten Ogan Ilir sedikit terganggu. 

 Namun setelah pihak dari petahana mengajukan banding ke MA. Pada 

selasa (27/10) MA resmi mengabulkan gugatan pasangan calon bupati dan 

calon wakil bupati Ogan ilir, Ilyas Panji Alam - Endang Ishak dengan 

membatalkan keputusan KPU Ogan Ilir. Oleh karenanya pasangan calon Ilyas 

Panji Alam - Endang Ishak kembali dapat bersaing dalam pemilihan kepala 

daerah kabupaten Ogan ilir.  

Serangkaian fenomena yang terjadi dI Bawaslu ini juga membuat 

mayoritas dari masyarakat Ogan ilir merasa kebingungan dikarenakan 

keputusan yang inkosistensi dan cenderung berubah-ubah setelah 

pendiskualifikasian tersebut dibatalkan Oleh Mahkamah agung. Tentu 

peristiwa ini membuat masyarakat kabupaten Ogan Ilir merasa khawatir 

mengenai penyelenggaraan pilkada ini, terlebih dengan adanya aksi massa 

yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 yang dapat saja bisa menjadi 

lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan hal itu, mungkin saja jika terjadi 

lonjakan kasus pandemi Covid-19 akan berdampak kepada batalnya 

penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Ogan Ilir.  

Tentunya peristiwa yang terjadi di pemilihan kepala daerah kabupaten 

ogan ilir membuat situasi politik di kabupaten Ogan Ilir terganggu 

dikarenakan kemungkinan akan terjadinya calon tunggal jika memang benar 

salah satu pasangan calon didiskualifikasi dari pilkada kabupaten Ogan ilir. 

Hal ini juga sedikit mempengaruhi kinerja badan pengawas pemilu (Bawaslu) 

sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pemilu agar 

terhindar dari kecurangan dan pelanggaran. Apakah memang kurang 

efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu mengenai 

peraturan pilkada sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah 

satu pasangan calon. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti topik 

“STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR 

DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN PILKADA” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“Bagaimana strategi komunikasi bawaslu kabupaten Ogan ilir dalam 

mencegah terjadinya pelanggaran pilkada?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Strategi komunikasi 

bawaslu kabupaten Ogan ilir dalam mencegah terjadinya pelanggaran 

pilkada.” 

1.4  Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian kali ini ialah penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatakan pemahaman mengenai strategi komunikasi politik khususnya pada 

kegiatan pemilihan umum dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

sebuah literatur untuk ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang komunikasi dan dapat 

membantu peneliti selanjutnya 

 

1.4.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian kali ini ialah diharapkan agar bisa 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain: 

A. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

pemehaman ilmu komunikasi khususnya di bidang komunikasi politik dan 

pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan dari badan pengawas pemilu 

sebagai lembaga yang dibentuk guna mengawasi jalannya pemilihan umum di 

Indonesia.  
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B. Bagi instansi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

pengambilan keputusan terkhusus mengenai strategi komuikasi yang akan 

dilaksanakan. 
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